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Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 15 Peraturan
Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembaagunan Bangunan
Gedung Negara dan pasal 3O ayat (7) Peraturan Menteri Pekedaan

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22lPYtlM/2O18 tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Barito Utara tentang penetapan Standar Harga
Satuan Tertinggi Pembarigunan Gedung Negara Tahun 2Ol9;

Mengingat : 1. UndanyUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Damrat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Itmbaran Negara Republik
trndonesia Nomor 1820)'sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II
?apin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tatrun 2AA2 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOz
Nomor L34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2a7l;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 244, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2OO5 tentang Peraturan
Pelaksanaa4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang
Bangunan Gedung {Lembaratr Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 83, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a532);



5.

6.

7.

Perattrran Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

Perahrran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ratryat
Nomor 22/PRT lM/2018 tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016
tentang kmbentukan dan Susuan Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Utara {Iembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun
2A16 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016
tentang Bangunan Gedung {Irmbaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2Ot6 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor TL Tahun ZOLT tentang
Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten
Barito Utara Tahun 2017 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

standar Harga sahran Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung
Negara Tahun 2019.

standar Harga satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung
Negara sebagairnana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :

a. harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung kantor
dan gedung negara lainnya

b. harga satuan tertinggi pimbangunan Rumah Negara; dan
c. harga satuan tertinggi pembangunan pagar bangunan gedung

kantor dan gedung negara lainnya dan pagar Rumah Negara.

!ts"d* Harga satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada
dil*um KESATU sudah termasuk biaya Izin Mendirikan Bangunan
$MB),biaya umum {auerheafi pelaksana konstruksi, asuransijnflasi
dan pqiak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kepuhrsan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

8.

9.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal Oktober ZOlg

UTARA,

Tembusar disampaikan Kepada Yth: "'{;:,1-.:",1. -

l- Kepala Dinas Pekerjqan Uaum dan Peaataan Ruang l(abupaten Barito Utara di Muara Teweh
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
3, Kepala Bappedalitbeng Kabupaten Barito utara di Muara Teweh
4. I(epala Eadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara di Muara Tewetr
5. Arsip
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KEPTJTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NoMoR 188.45/ <eg /2ot9
TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA
SA.TUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN BANGUNAN
GEDUNG NEGARA TAHUN 2019

STANDAR HARGA SATUA}I TERTINGGI
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2AL9

UTARA,

NO
JENIS PEMBANGUNAN BANGUNAN

GEDUNG NEGARA
HARGA SATUAN TERTINGC}I

1.

Pernbangunan Gedung Kantor dan
Gedung Negara :

a. .Gedung fidak Sederhana
b. Gedune Sederhana

Rp. S.93O.OOO/mz bangunan
Rp. 5.24O.OOO I me bansunan

2.

Pembangunan Rumah Negara Tidak
Sederhana :

a. Rumah Tipe A
b. Rumah Tipe B
c. Rumah Susrrn

5.83O.OOO/ mz bangunan
5.83O.OOO /mz bangunan
5.93O.OOO I mz bansunan

Rp.
Rp.
Rn.

3.

Pernbangunan Rumah Negara
Sederhana :

a. Rumah Tipe C
b. Rumah fipe D
c. Rumah Tipe E

Rp. 4.S9O.OOO/ma bangunan
Rp. 4.59O ,AAO I mz bangunan
Rp. 4.59O.OOO/m2 bansunan

4.

Pembangunan Pagar Gedung Kantor
dan Gedung Negara :

a. Pagar Depan
b. Pagar Belakang
c" Pagar Sampine

?.87O.OOO/n1 bangunan
2.53O.OOO/mt bangunan
2.4 1O.OOO lmr bansuna:r

Rp.
Rp.
Rp.

5.

Pembangunan Pagar Rumah
Negara :

a. Pagar Depan
b. Pagar Belakang
c. Pagar Sarnping

2.650.00O/mt bangunan
f .6OO.OOO/mI bangunan
1.52O.OOO/ nnt bansunan

Rp.
Rp.
Rp.
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